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Penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan kebijakan 
pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) retribusi 
terminal di Kabupaten Sukoharjo dan mengkaji hambatan pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten 
Sukoharjo. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 
bab sebelumnya maka penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut: 
Pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo, disebutkan antara lain:  
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, mengatur urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan tentang 
pembagian pengelolaan retribusi terminal. Belum terbitnya Peraturan Daerah yang 
terbaru sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. Hambatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
pendapatan asli daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo, karena 
pengaturan pengelolaan retribusi terminal dalam Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghambat penyerapan makro 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo.  
Implikasi dari penelitian ini adalah Apabila pelaksanaan Undang – undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengaturan 
kewenangan pengelolaan retribusi terminal tetap dilaksanakan sesuai amanat 
Undang - undang, hal ini menunjukkan belum terwujudnya good governance 
dalam negara Indonesia yang menjunjung asas demokrasi.  
 






Ari Wibowo, S311508004, 2015, District Government Policy In Local Own 
Revenue (PAD) Retribution Terminal In Sukoharjo District. 
Thesis: Master of Law Study Program of Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
 
This research is to analyze and review the implementation of district 
government policy in the management of local revenue (PAD) of terminal 
retribution in Sukoharjo regency and to examine the obstacles of 
implementation of local revenue revenue management policy (PAD) of 
terminal retribution in Sukoharjo regency. 
 
Based on the results of the research and discussion that has been presented in 
the previous chapter, this research draws the following conclusion: The 
implementation of district government policy in the management of PAD of 
terminal retribution in Sukoharjo Regency, mentioned among others: 
Implementation of Law Number 23 Year 2014 Local Government, regulates 
the government's concurrent governmental affairs concerning the distribution 
of terminal retribution management. Not yet the latest issuance of Regional 
Regulation as the implementing regulation of Law Number 23 Year 2014 on 
Regional Government. Obstacles of implementation of local revenue 
management policy (PAD) of terminal retribution in Sukoharjo regency, 
because the arrangement of terminal retribution management in Law Number 
23 Year 2014 on Local Government inhibits the absorption of macro of 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) of Sukoharjo Regency. 
 
The implication of this research is that if the implementation of Law Number 
23 Year 2014 on Regional Government in the management of terminal levy 
management still carried out in accordance with the mandate of the Act, it 
shows that the realization of good governance in the state of Indonesia that 
upholds the principle of democracy. 
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